ABSTRAK

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), merupakan lembaga indipenden negara
yang bertugas sebagai pengawas jalannya penyiaran di Indonesia. Komisi yang
dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002
Tentang Penyiaran ini, terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
(KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di
wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran
meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran.
Rumusan permasalahan penelitian ini mengenai, bagaimana manfaat Undang-
Undang no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dalam melindungi dan memenuhi
hak-hak konsumen penyiaran, dan sejauh mana peran KPI dalam menindak
pelanggaran yang terjadi dalam penyiaran di Indonesia. Penelitian ini merupakan
penelitian yuridis emipiris dengan menggunakan data kepustakaan yang berkaitan
dengan penyiaran, dan dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan pengaturan
penyiaran serta perlindungan konsumen. Sumber data primer diperoleh dari hasil
wawancara dengan pihak KPID Jawa tengah, Semarang.

Hasil dari penelitian ini yaitu, kepentingan dan hak-hak konsumen
penyiaran telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002
tentang Penyiaran hal itu termuat dalam pokok-pokok yang melatarbelakangi
terbentuknya Undang-Undang Penyiaran dan bab Il pasal 2, 3, 4 dan 5 Undang-
Undang Penyiaran. Serta wujud nyata perlindungan konsumen penyiaran adalah
dengan upaya pemerintah membentuk lembaga pengawas jalannya penyiaran,
yaitu KPI. Peran dan tanggung jawab KPI tidak hanya dengan melakukan
penindakan terhadap pelanggaran penyiaran saja, tetapi KPI juga melakukan
komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder terkait, melalui penyuluhan
tentang pentingnya literasi media, yang diharapkan masyarakat dapat memilih dan
memilah media informasi yang mereka terima dengan baik dan dapat
mengedukasi konsumen penyiaran.
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